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       Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul: Tinjauan 
Hukum Islam dan Yuridis terhadap Jual Beli Air Sungai dengan sistem Dim di 
Dusun Pokak, Srirande, Lamongan. Di dalamnya membahas mengenai mekanisme 
dan hubungan Hukum Islam yang termasuk dalil-dalil Al-Quran dan hubungan 
dengan peraturan Yuridis dalam PP No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai. 
 Penelitian ini memuat dua rumusan masalah diantaranya, (1)Bagaimana 
praktek Jual beli air sungai dengan sistem dim di Dusun Pokak, Srirande, 
Lamongan? (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis tentang Jual beli 
air sungai dengan sistem dim di Dusun Pokak, Srirande, Lamongan. Penulis 
menggunakan pola pikir deduktif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik 
pengumpulan data mengambil obyek secara langsung dari lapangan dengan 
observasi, interview, serta menganalisis dengan studi dokumen.  
 Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Petani merasa terbantu karena 
adanya jual beli air sungai ini karena panen ikan akan terus berlanjut dan tidak 
akan khawatir gagal panen setiap tahunnya.  (2) Dilihat dari PP No. 38 Tahun 2011 
Tentang Sungai Pasal 3 Ayat (2) ada kaitannya dengan fungsi sungai yang 
berkelanjutan, sehingga hal ini masih diperbolehkan karena banyaknya dampak 
positif yang timbul.  
 Dari kesimpulan diatas maka diharapkan kepada para pihak yakni: 
Pertama, kepada pembeli diharapkan lebih berfikiran bahwa jual beli air sungai ini 
merupakan jual beli jasa yang pembayarannya dilakukan untuk membayar penjaga 
penjaga pintu air sehingga uang hasil penjualan tidak semata-mata untuk 
kepentingan keuntungan pribadi tanpa ada timbal balik dari penjual. Kedua, 
kepada penjual diharapkan memiliki catatan secara terperinci tentang besaran tarif 
jual beli air secara jelas yang dating dari musyawarah bersama melibatkan 
pemerintah desa dan hasil dari penjualan air tersebut juga diharap dapat masuk di 
kas desa sebagai pemasukan desa. Ketiga, bagi pemerintah desa, diharapkan ada 
suatu peraturan desa yang mengatur besaran tarif jual beli air sungai tersebut 
sehingga setiap tahunnya harga air bisa tetap standart dan tidak ada kenaikan yang 
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A. Latar iBelakang iMasalah 
Allah SWT menjadikan manusia isama-sama saling imembutuhkan 
isatu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar dan 
iberkodrat hidup dalamimasyarakat. Manusia selalu membutuhkan satu 
isama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup tanpa disadari atau tidak. 
iUntuk itu perlu kita ketahui bahwa dalam Islam segala hal yang iberkaitan 
idengan manusia telah diatur salah satunya dalam fiqh muamalah. Yang 
imana di dalamnya sudah jelas mengatur tentang aturan sisi individu 
iataupun kelompok masyarakat. i 
Setiap manusia baik sebagai individu maupun kelompok tidak 
idapat memenuhi kebutuhannya tanpa membutuhkan manusia lainnya. 
iSalah satu upayanya adalah kerjasama, misalnya kerjasama jual beli air 
sungai dengan sistem dim di Dusun Pokak, Desa Srirande, Kecamatan 
Deket, Kabupaten Lamongan. Sebagai seorang muslim, manusia 
melakukan jual beli untuk mencari harta yang halal dan diridhai Allah 
SWT. Pendapatan yang halal tentunya harus terhindar dari riba. Menurut 
bahasa, riba memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah, 
berkembang/berlebihan/menggelembung.1 
                                                          
1Hendi Suhendi,Fiqh Muamalah, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2011), 57. 


































Di kabupaten Lamongan Jawaitimur, mayoritas penduduknya 
iadalah seorang petani.iSebagai petaniitambakimaupun padiiair 
imerupakan hal yangisangatipentingidibutuhkan dalamipertanian. Sumber 
iutama air di daerah iLamonganiadalahididapat dari sumberiair hujanidan 
ialiranisungai bengawan.iJika musim hujan,iairitidakimenjadiihaliyang 
isulitibagi petani. Namunisaatimusim peralihan kemarau idi isekitaribulan 
iagustus sampai september, air menjadi kendala yang dikeluhkan para 
ipetani khususnya petaniitambak. Pasalnya, banyak petani yang sudah 
imenanamibibit ikan namunibelum sampai masa panen tibaiair di tambak-
tambak sudah surut. Para petani susah mendapat sumberiairidanijalan 
isatu-satunya adalah mendapatkan airidariisungai maupun bengawan. 
iNamunimendapatkan air tidak semudah iyang petaniiharapkan. Musim 
iperalihanimenjadikan aliran sungai-sungaiikecilitidakimenentu dan 
iterkadang bahkan kering jika pintu air bengawan ditutup. Nah, disitulah 
iletak permasalahannya. Air sungai bengawan yang mulai mengering tidak 
ibisa mengalir tanpa dipompa dengan bantuan mesin blower ke aliran 
isungai-sungai yang lebih kecil. i 
Sebagai contoh, masyarakatisekitariatau yang jarak tambaknya 
lebih dekatidenganibengawaniakanilebihimudahimendapatkaniair. Tetapi 
dusuniataupun desa yangitambaknyaijauhidari bengawanidan hanya 
dilewati sungai kecil akanisusah mendapat air. Prakteknya, di Dusun 
Pokak, Desa Srirande, Kecamatan Deket,iKabupaten Lamongan, petani 
tambakiakan membeliiair sungaiidemi bisa mendapatkan pengairan untuk 


































tambakimereka. Karena di dusun Pokak merupakanidusuniyang ijauh idari 
sumber air bengawan. Petani tambak di Pokakiharusimembeli air 
sungaiikepada petaniitambak di dusun Bontengah kecamatan Deket 
kabupaten Lamongan karena memang pintu air bengawan ke sungai 
terletak di dusun tersebut.iPetani tambak diidusun Pokak membeli air 
dengan hitungan per dim itiap jamnya.iDim merupakan sebutan 
masyarakat desa tentang ukuran paralon pompa air. Pompa air yang 
dimaksud adalah pompa diesel. Pompa diesel digunakan petani tambak 
untuk menyedot air dari sungai ke tambak-tambak petani. Jika di musim 
hujan hal itu tidak menjadi kendala karena debit air sungai setiap harinya 
melimpah dan untuk kebutuhan tambak bisa tercukupi hingga dua kali 
musim panen ikan. Namun saat musim kemarau yang terjadi biasanya di 
bulan agustus sampai sebtember, ujian bagi para petani tambak dimulai, 
dan untuk mendapatkan air untuk tambak mereka, biasanya petani membeli 
air sungai. 
Menurut bahasa, jual beli atau al-bai’ artinya menjual, mengganti, 
danimenukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.2 Menurut etimologi, jual 
beli dapat diartikan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain 
idari al-ba<i’ adalah asy-syira<’, al-muba<dah, dan at-tija<rah. iDalam Al\ Quran 
surat Fathir ayat 29 dinyatakan: 
ََنوُجَْريَiَ ةَراَِجتَiَْنَلَiََرُوَبت  
Artinya i: 
                                                          
2Syaiful Jazil, Fiqih Muamalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96. 


































“Mereka mengharapkan tija<rah (perdagangan) yang tidak akan ugi.” (QS. 
iFathir:29)3 
 
 Secara terminologi jual beliididefinisikan sebagai berikut: 
1. Memindahkan pemilikan harta denga harta (tamlik al-ma<l bi al ma<l). 
2. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau 
imemindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara 
diizinkan agama 
3. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta, maka terjadilah 
penukaran hak milik secara tetap. 
4. Menurut ulama hanafiyah, adalah saling menukarkan harta dengan 
harta melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh syara’ i 
Dari beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpualan, bahwa jual 
beli adalah tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan secara suka 
sama suka, menurut cara yang diberikan oleh syara<’.4 
Jual beli telah disahkan oleh Al-Quran, Sunnah, Ijma’. Adapun dalil Al-
Quran adalah: 
QS. Al-Baqarah 2:275: 
 
ََاب ِِّرلاََم َّرَحَوََعَْيبْلاَُ َّاللََّ َّلََحأَو 
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
 
                                                          
3Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV Pustaka Setia,2004), 73. 
4Syaiful Jazil, Fiqih Muamalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 96. 


































QS. Al-Baqarah 2:198: 
َْنِمَلاْضَفَاُوَغتَْبتََْنأٌَحَانُجَْمُكْيَلَعََسْيَلَْمُكِِّبَرَ  
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu”5 
 
QS. An-Nisa 29: 
َاُولُْكَأتَلاَاُونَمآََنيِذَّلاَاَهَُّيأََايََلاَوَْمأََأَلاِإَِلِطَابْلِابَْمَُكنَْيبَْمُكََنوَُكتَْن
َْمُكْنِمٍَضاََرتَْنَع  َةَراَِجت 
“...kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu”6 
 
Adapun dalil Sunnah diantaranya adalah Hadis yang diriwayatkan dari 
Rasulullah SAW, Beliau bersabda: ”Sesungguhnya jual beli itu atas dasar 
saling ridha”. Ketika ditanya usaha apa yang paling utama, Beliau 
menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli 
yang mabrur”. Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada 
dusta dan khianat.7 
Menurut jumhur ulama’ rukun jual beli itu ada empat, yaitu: 
1. Ba’i (Penjual) 
2. Mustari< (Pembeli) 
3. Shi<ghat, dan 
                                                          
5Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah (Bandung: Diponegoro, 2015), 
6Ibid, 
7Mardani,Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah,(Jakarta:Prenada Media Group,2012), 103. 


































4. Ma’qu<d ‘alaih. (obyek akad) 
Shi<ghat (Ija<b Qabu<l) merupakan salah satu rukun\ sah jual beli. 
Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan 
yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang 
dikeluarkan penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, 
sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, 
meskipun dinyatakan pertama kali.8 
Obyek jual beli adalah barang kepemilikan pribadi, maksudnya 
adalah barang yang benar-benar menjadi miliknya. Lalu bagaimana jika 
yang diperjualbelikan adalah obyek sebagai milik umum seperti yang 
penulis paparkan diatas. PP No.38 Tahun 2011 tentang Sungai dalam Pasal 
3 ayat (2) :Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan 
berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan 
fungsi sungai yang berkelanjutan. Disebutkan juga dalam Pasal 4: 
pengelolaan sungai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah 
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Maka jual beli air sungai 
dengan sistem dim dan yang dilakukan oleh sesama petani di desa yang 
bertetangga ini perlu dibahas lagi lebih khusus. 
Untuk itu penulis tertarik membahas lebih jelas dalam suatu 
penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis terhadap Jual 
Beli Air Sungai dengan sistem Dim di Dusun Pokak Srirande Lamongan”. 
                                                          
8Ach Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), 180.181. 



































B. Identifikasi dan Batasan Masalah  
Identifikasi, artinya merinci masalah sehingga dapat diketahui 
dengan jelas.9 Identifikasi dan batasan masalah menjelaskan mengenai 
kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan 
melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya 
kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah. Kemudian, ruang 
lingkup masalah yang telah diidentifikasi itu dibatasi dalam rangka 
menetapkan batas-batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk 
dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan didekati atau 
dibahas.10 
1. Mekanisme akad jual beli dalam kerjasama jual beli air sungai dengan 
sistem “Dim” di Dsn.Pokak, Deket, Lamongan.  
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama jual beli air sungai dengan 
sistem “Dim” di Dsn.Pokak, Deket, Lamongan. 
3. Akibat yang akan ditimbulkan dalam kerjasama jual beli air sungai 
dengan sistem “Dim” di Dsn.Pokak, Deket, Lamongan. 
4. Konsep analisis hukum Islam dan PP No.38 Tahun 2011 tentang 
Sungai dalam kerjasama jual beli air sungai dengan sistem “Dim” di 
Dsn.Pokak, Deket, Lamongan. 
                                                          
9Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), 28. 
10Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 
(Surabay:Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 8.  


































Agar pembahasan tidak melebar dari masalah dan hanya fokus 
terhadap masalah, maka perlu adanya batasan ruang lingkup dalam 
permasalahan ini.  
1. Praktek akad jual beli air sungai dengan sistem “dim” di Dusun. 
Pokak, Srirande, Lamongan. 
2. Pandangan hukum Islam dan yuridis terhadap praktek jual beli air 
sungai dengan sistem “dim” di Dusun Pokak, Srirande, Lamongan. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat 
dirumuskan masalah yang akan diteliti: 
1. Bagaimana praktek jual beli air sungai dengan sistem “dim” di 
Dsn.Pokak, Srirande, Lamongan. 
2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam dan Yuridis jual beli air sungai 
dengan sistem “dim” di Dsn.Pokak, Srirande, Lamongan. 
 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang 
kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang 
akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini 


































tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang 
telah ada.11 
Dari beberapa literatur yang penulis baca, belum ada yang 
membahas secara ringkas dan khusus mengenai jual beli air sungai dengan 
sistem dim. Tetapi, ada beberapa karya tulis yang membahas jual beli air 
maupun pemanfaatan air sungai. Skripsi tersebut antara lain: 
Pertama, Ni’matul Khoiriyah dalam skripsinya yang berjudul 
“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN 
HASIL JUAL BELI AIR SUMUR WAKAF DI DESA INDRODELIK 
KECAMATAN BUNGAH KABUPATEN GRESIK”. Penelitian tersebut 
membahas tentang praktek pengelolaan jual beli air sumur wakaf dan 
tinjauan hukum Islam membahasnya. Hasil penelitian diperoleh 
ketidaksesuaian fungsi penggunaan hasil jual beli air sumur wakaf di desa 
indrodelik kecamatan Bungah kabupaten Gresik. Pada saat ikrar wakaf oleh 
waqif yang diperuntukkan untuk keperluan dan kebutuhan masjid Nurus 
Sholihin dengan realita yang didistribusikan oleh nadzhir dari hasil 
penjualan air sumur wakaf untuk keperluan yang lain. Nadzir pun tidak 
mencatatkan sama sekali tentang pengeluaran tersebut. Selain itu 
kurangnya kesadaran antara nadzir dan waqif untuk mencatatkan wakaf 
sumur di PPAIW (pejabat pembuat akta ikrar wakaf) di kecamatan 
setempat. Hukum Islam memandang praktik pengelolaan hasil jual beli air 
dari sumur wakaf di desa Indrodelik kecamatan Bungah kabupaten Gresik 
                                                          
11 Ibid, 


































cenderung pada awal ikrar wakaf tentang segala sesuatu itu sesuai dengan 
awal mula pada saat pemberian amanah dalam Al-Quran surat An-Nisa 
ayat 58. Dan dalam urusan pengadministrasian pengeluaran oleh nadzir, 
penulis mengacu pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang 
menjelaskan bahwa setiap transaksi dalam hal muamalah, perjanjian yang 
telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan perkawinan, perwakafan, dan 
kewarisan, sebaiknya dicatatkan dan dibukukan meskipun sekecil apapun 
nominalnya. Demi menghindari penyalahgunaan wewenang dan 
kecurigaan sesama manusia.12 
Kedua, Rif’atul Husniah dalam skripsinya yang berjudul 
“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR SUNGAI 
UNTUK TAMBAK DENGAN HARGA PERJAM DI DUSUN 
GUYANGAN DESA KEMLAGIGEDE KECAMATAN TURI 
KABUPATEN LAMONGAN”. Penelitian tersebut membahas tentang 
praktek jual beli air sungai untuk tambak dengan harga perjam. Jual beli air 
sungai tersebut, petani memperoleh kuantitas air yang berbeda dengan 
harga yang sama yakni per 1 jam Rp.30.000,00,-. Penelitian ini dilakukan 
untuk menghindari gharar dalam akad. Dalam jual beli air per jam 
hendaknya harga nya berbeda antara diesel besar dan diesel kecil, karena 
                                                          
12 iNi’matul iKhoiriyah, i“Analisis iHukum iIslam iTerhadap iPraktik iPengelolahan iHasil iJual 
iBeli iAir iSumur iWakaf idi iDesa iIndrodelik iKecamatan iBungah iKabupaten iGresik”, 
i(Skripsi--, iUin iSunan iAmpel iSurabaya, iSurabaya, i2015), ivi. i 


































bisa dilihat perolehan kuantitas airnya jelas berbeda. Maka dari itu 
penentuan harga seharusnya juga harus berbeda.13 
Ketiga, Luthfian Putri Bahari dalam skripsi yang berjudul 
“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENETAPAN 
HARGA PADA JUAL BELI AIR SUMUR DI DESA SEBAYI 
KECAMATAN GEMARANG KABUPATEN MADIUN”. Penelitian 
tersebut membahas tentang bagaimana penetapan harga dan analisis 
hukum Islam pada jual beli air sumur di desa sebayi kecamatan gemarang 
kabupaten Madiun. Harga air sumur per jam ditetapkan dengan 
Rp.20.000,00- untuk kebutuhan rumah tangga, Rp. 50.000,00- kebutuhan 
irigasi. Tiap pembeli mendapat air yang berbeda dikarenakan jarak tempuh 
antara pembeli yang satu dan lainnya berbeda. Maslahah yang terjadi disini 
ialah pembeli mendapatkan air sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari 
dan penjual mendapat untung karena hasil jual beli tersebut. Harga yang 
ditetapkan pun telah disepakati antara kedua belah pihak dan atas dasar 
suka sama suka (antara<di<n).14 
Dari beberapa penelitian diatas terdapat perbedaan dengan 
penelitian yang akan saya teliti. Diantara penelitian tersebut membahas 
mengenai tinjauan hukum Isla\m terhadap penetapan harga jual beli air 
                                                          
13Rif’atul Husniah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Sungai Untuk Tambak iDengan 
Harga Perjam di Dusun Guyangan Desa Kemlagigede Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan”, 
i(Skripsi--, Uin Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012), vi. 
14Luthfian Putri Bahari, “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Jual Beli Air 
Sumur di Desa Sebayi Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun”, (Skripsi--, Uin Sunan Ampel, 
Surabaya, 2014), vi. 


































sumur, juga tentang gharar persamaan tarif perjam jual beli air sungai yang 
dinilai tidak adil. Dan yang terakhir tentang perbedaan penetapan harga 
jual beli air sumur tergantung pada kebutuhan. Letak perbedaannya adalah 
di penelitian saya lebih spesifik tentang asal penetapan harga ditentukan 
dan bagaimana pengelolahan uang hasil jual beli air sungai tersebut. 
Kemudian di penelitian saya membahas tentang PP No. 38 Tahun 2011 
tentang Sungai yang bersimpangan dengan praktek Jual beli air sungai 
dengan sistem dim di Dusun Pokak, Srirande, Lamongan yang selama ini 
telah di praktikkan 
 
E. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme praktek  jual 
beli air sungai dengan sistem “dim” di Dusun Pokak, Srirande,  
Lamongan. 
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Tinjauan Hukum Islam dan 
Yuridis tentang jual beli air sungai dengan sistem “dim” di Dusun 







































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
Dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis 
tentang Jual Beli Air Sungai dengan Sistem “Dim” diharapkan dapat 
memiliki nilai tambah dan manfaat bagi penulis maupun pembaca: 
1. Manfaat akademis, agar bisa digunakan sebagai acuan dan 
bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya untuk imembuat 
penelitian yang lebih sempurna. 
2. Manfaat keilmuan (teoritis), dapat menambah wawasan para 
pembaca sehingga dapat mengembangkaniilmu serta 
memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Khususnya 
akad jual beli dalam Hukum Islam dan Yuridis. 
3. Manfaat praktis, dapat memberikan informasi pemahaman 
dengan jelas tentang mekanisme jual beli air sungai dengan 
sistem “dim” menurut Hukum Islam dan Yuridis yakni PP 
No.38 Tahun 2011. 
 
G. Definisi Operasional 
Untuk memperjelas fokus penelitian sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam menelusuri, mengkaji, ataupun mengukur variabel, 
maka peneliti perlu menyampaikan definisi dari istilah-istilah penulisan 
skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis terhadap Jual 
Beli air sungai dengan sistem dim di dusun Pokak, Srirande, Lamongan. 
Yaitu: 


































1. Tinjauan Hukum Islam : Penyelidikan suatu peristiwa berlandaskan Al-
Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad para ulama’ yang mengatur mengenai 
mekanisme akad jual beli, sehingga dapat diketahui baik atau buruk, 
halal atau haram, ataupun boleh tidaknya praktek jual beli sistem dim 
tersebut. Dalam penelitian ini, hukum Islam yang dimaksud adalah 
tentang akad jual beli yang digunakan untuk menganalisis kerjasama 
jual beli air sungai dengan sistem dim di Dusun Pokak, Srirande, 
Lamongan.  
2. Tinjauan Yuridis: Penyelidikan suatu peristiwa berdasarkan PP No.38 
Tahun 2011 tentang Sungai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 dan Pasal 33 
ayat(3) UUD 1945. Sehingga dapat diketahui sesuai atau tidaknya 
dengan Peraturan Pemerintah praktek jual beli dengan sistem dim  
tersebut.  
3. Kegiatan jual beli: kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun 
kelompok dengan individu atau kelompok lainnya guna hak memiliki 
suatu obyek.  
4. Sistem dim : dim merupakan sebutan masyarakat daerah tertentu 
khususnya Dusun Pokak, Srirande, Lamongan tentang ukuran dari 
paralon/pipa pompa air. Pompa air yang dimaksud adalah diesel yang 
biasanya digunakan untuk menyedot air sungai ke tambak-tambak 
petani untuk kegiatan pertanian. Paralon/pipa pompa air berbeda sesuai 
dengan power dari diesel. Ukuran dim pada pompa air yang digunakan 
di tambak untuk mengairi rata-rata berukuran 3 dim  sampai 6 dim. 


































Sebenarnya ukuran iparalon/pipa bervariasi. Tergantung besar diesel 
yang digunakan. 
 
H. Metode Penelitian 
1. Data Penelitian 
Penelitian ini membutuhkan data berupa data langsung dari 
lapangan. Obyek dari penelitian ini adalah sistem dim yang merupakan 
hitungan jual beli air sungai. Serta masyarakat Dusun iPokak, Srirande, 
Lamongan selaku pelaku jual beli dan data yang bersumber dari 
pernyataan mereka. 
2. Sumber Data 
a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
subyek penelitian. Data primer adalah yang berkaitan dengan 
sistem dim pada jual beli air sungai untuk pengairan tambak ipetani. 
Sumber data Primer yang meliputi: 
1) Petani tambak yang melakukan transaksi jual beli air sungai 
dengan sistem dim di Dusun Pokak, Srirande, Lamongan 
2) Penjual air sungai selaku pengelola pintu air  
3) Masyarakat yang ada di dusun Pokak, Srirande Lamongan. 
b. Sumber data sekunder adalah data atauiinformasi yang diperoleh 
secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik.15 
                                                          
15Nadya Prahantara, MetodeiPenelitian Kualitatif Untuk Bisnis,i(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 
79. 


































Keberadaannya dapat dilisankan dan ada yang tercatat. Data 
sekunder adalah tentang tinjauan Hukum Islam dan Yuridis 
terhadap sistem dim jual beli air sungai untuk pengairan tambak 
petani. 
Sumber data Sekunder yang meliputi: 
1) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah 
2) Syaiful Jazil, Fiqh Muamalah 
3) Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah 
4) Mardani,Fiqh Ekonomi Syariah 
5) Ach Wardi Muslich,Fiqh Muamalat 
6) Juliansyah Noor,Metodologi Penelitian 
7) PP No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai 
3. Teknik Pengumpulan Data 
a. Metode Observasi (pengamatan) 
Observasi adalah pengumpulan yang di sengaja dan sistematis 
dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan atau 
pencatatan tentang fenomena yang diselidiki baik secara langsung 
maupun tidak langsung.16 Data diperoleh dari pengamatan langsung 
lapangan mengenai praktek jual beli air sungai dengan sistem dim 
di Dusun Pokak,Srirande, Lamongan. 
b. Metode interview (wawancara) i 
                                                          
16Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta:PT UGM, Cet.11,1998), 136. 


































Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai, 
tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab 
dalam kesempatan lain.17 Dalam hal ini, penulis dapat mencari data 
dengan wawancara secara langsung petani tambak dusun Pokak, 
Srirande Lamongan selaku pembeli air sungai. 
c. Dokumen 
Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas 
yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang diteliti.18 
Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data dari petani dan 
pihak pengelola pintu air bengawan dalam hal penetapan harga air 
dan sistem yang digunakan. 
4. Teknik Pengelolahan Data 
Untuk pengelolaan data dalam penelitian ini, penulis akan 
melakukan hal sebagai berikut: 
a. Editing, adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah penulis selesai 
menghimpun data di lapangan. karena data yang terhimpun 
kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, bisa jadi kurang atau 
terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan, bahkan terlupakan. Oleh 
karena itu keadaan tersebut harus  diperbaiki melalui proses editing 
                                                          
17Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta:Kharisma Putra Utama, 2011), 138. 
18Irfan Tamwifi, Metode Penelitian, (Sidoarjo:UIN Sunan Ampel Press, 2014), 222. 


































ini.19 Dalam penelitian ini, diperoleh data hasil perjanjian akad jual 
beli air oleh  masyarakat dengan mengaitkan data satu dengan yang 
lainnya. 
b. Organizing, menyusun data yang telah didapat. Saat penulis 
melakukan pencarian data yang diperlukan dalam penelitian ini 
dalam kerangka paparan yang sudah dibuat atau direnacanakan 
secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada.20 
c. Analizing, menganalisis data yeng diperoleh peneliti kemudian 
dianalisis dan disimpulkan sesuai rumusan masalah jual beli air 
sungai dengan sistem dim di dusun Pokak, Srirande, Lamongan. 
d. Analisis Data 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, yang dilakukan 
selanjutnya akan dibahas kemudian analisis secara kualitatif, yaitu 
dengan menghasilkan data deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan 
atau menguraikan sesuatu hal menurut apa adanya yang sesuai dengan 
kenyataan.21 
Kemudian dilakukan analisa dengan metode deskriptif analisis, 
yaitu dengan mengumpulkan data praktek jual beli air sungai dengan 
sistem dim di Dusun Pokak, Srirande, Lamongan yang menghasilkan 
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari hasil wawancara 
                                                          
19Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosialformat-format kuantitatif dan kualitatif, 
(Surabaya:Airlangga University Pers, 2012),182. 
20Usman Rianse Abdi, Metodologi Penelitian: Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi, 
(Bandung:CV Alfabeta, 2009), 245. 
21Pius Partantoidan Dahlan Barry, Kamus Ilmiah Populer,(Surabaya:Arkola, 2001), 111. 


































yang dilakukan oleh penulis dengan interview serta mengamati keadaan 
yang ada dengan metode yang sudah ditentukan sebelumnya. 
Kemudian data tersebut akan diolah dengan pola pikir deduktif, pola 
pikir deduktif adalah metode berfikir yang menerapkan hal-hal yang 
umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-
bagiannya yang khusus. Yakni berpijak pada teori-teori yang berkaitan 
dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan fakta-fakta 
yang bersifat khusus.22 Metode yang berpijak pada teori jual beli 
kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta dalam praktek jual beli air 
sungai dengan sistem dim di Dusun Pokak,Srirande, Lamongan. 
5. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) 
berorientasi pada pengumpulan data empiris. Dimana peneliti langsung 
observasi mengumpulkan data langsung dari warga masyarakat tentang 
praktek kerjasama Jual beli air sungai dengan sistem dimidi Dusun 
Pokak, Srirande, Lamongan. i 
6. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif, karena deskriptif kualitatif yaitu mencari 
data berdasarkan wawancara langsung, catatan lapangan, buku-buku, 
catatan pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Serta 
                                                          
22Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta:GajahMada University, 1975), 16. 


































kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat dalam kegiatan jual beli 
tersebut. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar mempermudah 
pembahasan dalam penelitian ini, sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang 
masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian 
pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.  
Bab kedua adalah konsep akad jual beli dalam hukum Islam dan 
yuridis yang terdiri dari pengertian akad jual beli, dasar hukum jual beli, 
hukum Islam dan yuridis jual \beli, rukun dan syarat jual beli, akibat adanya 
jual beli, dan berakhirnya akad jual beli. 
Bab ketiga berisi tentang praktek kerjasama jual beli air sungai 
dengan sistem dim antara penjual dan pembeli, yang berisikan tentang 
gambaran umum penjual atau pengelola pintu air dan petani sebagai 
pembeli serta lokasi penelitian, sistematika praktek jual beli air sungai 
dengan sistem dim di dusun Pokak, Srirande Lamongan.  
Bab keempat berisi mengenai Tinjauan Hukum Islam dan Yuridis 
yakni dengan PP No.38 Tahun 2011 tentang Sungai Pasal 3 ayat (2) dan 
Pasal 4,terhadap praktek jual beli air sungai dengan sistem dim di dusun 


































Pokak, Srirande Lamongan. Yang meliputi ujrah pengelola pintu air dan 
penetapan harga dihitung dari per dim iper jam. 
Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang 
menjawab rumusan masalah dilengkapi dengan saran-saran. Selain iitu juga 



















































KONSEP AKAD JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN PP NO.38 
TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI 
A. Jual Beli dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
Menurut bahasa, al-ba’i artinya menjual, mengganti, dan menukar 
sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata dalam bahasa arab terkadang 
digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata al-shira’ (beli). Dengan 
demikian kata al-shira’ berarti kata jual dan sekaligus juga kata “beli”. 
Oleh karena itu kedua kata tersebut (al-ba’i dan al-shira’) dapat dianggap 
searti, meskipun sebenarnya saling berlawanan. 
Secara terminologi jual beli dapat didefinisikan sebagai berikut: 
1. Memindahkan pemilikan harta dengan harta (tamlik al-ma>l bi al 
mal). 
2. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling 
merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada 
penggantinya  dengan cara diizinkan agama. 
3. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta atas harta maka 
terjadilah penukaran hak milik secara tetap. 


































4. Menurut ulama hanafiyah, adalah saling menukarkan harta 
dengan harta   melalui cara tertentu yang dibolehkan oleh 
syara’. 23 
Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut al-ba’i yang 
menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily 
mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu 
yang lain”. Kata al-ba’i dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian 
lawannya, yaitu kata al-syira’  (beli). Dengan demikian, kata al-ba’i  berarti 
jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.24 Perdagangan atau jual beli secara 
bahasa berarti al-mubadalah (saling menukar). 
Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah 
disyari’atkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang 
berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh. Kebolehannya 
ini dapat ditemukan dalam Al-Quran  dan begitu pula dalam hadits Nabi. 
Yaitu QS al-Baqarah ayat 275: 
ََاب ِِّرلاََم َّرَحَوََعَْيبْلاَُ َّاللََّ َّلََحأَو 
 
 “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.  
 
Adapun pengertian jual beli secara istilah : 
                                                          
23 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah.(Surabaya:Uin Sunan Ampel Press, 2014), 96.  
24 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat.(Jakaarta: Kencana 
Prenada Media Group, 2010), 67.  


































1. Menurut Sayyiq Sabiq : “Pertukaran benda dengan benda lain dengan 
jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai 
penggantinya dengan cara yang dibolehkan”. 
2. Menurut Taqiyyuddin : “Saling menukar harta (barang) oleh dua orang 
untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’.” 
3. Menurut Wahbah al-Zubaili: “Saling tukar menukar harta dengan cara 
tertentu.” 
Setiap manusia kan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
sebagai makhluk ekonomi maupun makhluk sosial. Mereka memanfaatkan 
segala cara yang ada demi pemenuhan kebutuhan hidup. Dari cara 
pemenuhan kebutuhan hidup, manusia pasti berinteraksi sosial dengan 
sesama manusia demi mempermudah kegiatan mereka. Salah satunya 
adalah praktek jual beli yang menjadi kegiatan umum manusia. 
 Transaksi  menjual pasti akan disertai dengan aktifitas membeli. 
karena dimana ada membeli pasti ada menjual. dalam Bahasa Arab, 
menjual disebut dengan al-bai’. menurut etimologi, berarti “Mengganti 
sesuatu dengan sesuatu yang lain. atau memberikan pengganti, dan 
mengambil yang diganti”. dengan demikian secara etimologi, menjual 
adalah mengganti. baik dalam bentuk harta ataupun bukan. adapun 
menurut terminologi para ahli fiqh seperti Ibn Qudamah memberikan 
definisi menjual dengan “Menukar harta dengan harta untuk memiliki dan 


































dimiliki”. Ada juga yang memberikan definisi “Menukar harta yang 
seharga dengan cara khusus”. 25 
 Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami inti jual beli adalah 
suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas 
dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan 
perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara’. Atau dengan kata 
lain dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan 
tujuan kepemilikan secara suka sama suka menurut cara yang dibolehkan 
oleh syara’.26 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Hukum (مكحلا) secara secara etimologi bermakna Al-Man’u (عنملا) yakni 
mencegah, seperti mengandung pengertian bahwa engkau mencegah 
melakukan sesuatu yang berlawanan dengan itu. Hukum juga bermakna 
qadha’ (ءاضق) yang memiliki arti putusan, mengandung pengertian bahwa 
engkau telah memutuskan dan menyelesaikan kasus mereka. 
Pengertian hukum yang lebih luas lagi adalah  
‘ketetapan-ketetapan yang menyandarkan sifat-sifat (hukum) syar’i 
kepada perbuatan-perbuatan manusia, yang zahir ataupun yang batin’. 
 
                                                          
25Arif Munandar Rismanto,Khazanah Buku Pintar Islam 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010),th 
26Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah.(Surabaya:Uin Sunan Ampel Press, 2014), 96.  
 


































Menurut istilah ahli fikih, yang disebut hukum adalah bekasan dari 
titah Allah atau sabda Rasulullah saw. Apabila disebut syara’, maka yang 
dikehendaki adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, 
yaitu yang dibicarakan dalam ilmu fikih, bukan hukum yang berkaitan 
dengan akidah dan akhlak. 
Sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam, yaitu: 
1. Sumber tekstual atau sumber tertulis, disebut juga dengan nushush  (), 
yaitu langsung berdasarkan teks Al-quran dam sunnah Nabi 
Muhammad saw. 
2. Sumber non tekstual atau sumeber tidak tertulis, disebut juga dengan 
ghair an-nushush, seperti istihsan dan qiyas. Meskipun sumber hukum 
kedua ini tidak langsung mengambil dari teks Al-quran dan sunnah, 
tetapi pada hakikatnya digali dari (berdasarkan menyandarkan kepada) 
Al-quran dan sunnah.27 
 Dari kandungan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasul. Para ulama 
fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli itu adalah mubah 
{boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-
Syatibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah 
menjadi wajib. Imam asy-Syatibi memberi contoh ketika terjadi 
praktik ikhtikar (penimbunan barang hingga stok hilang dari pasar dan 
harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ikhtikar dan 
mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan 
                                                          
27 Totok Jumantoro, Samsul Munir A, (Jakarta:Amzah, 2009), 87. 


































itu, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang 
untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya 
pelonjakan harga. Dalam hal ini, menurutnya pedagang itu wajib 
menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.28 
Dalil yang menjelaskan tentang hukum asal ba’i berasal dari Al-Quran, 
Hadits, Ijma’ dan Logika. 
1. QS. Al-Baqarah ayat 275: 
ََاب ِِّرلاََم َّرَحَوََعَْيبْلاَُ َّاللََّ َّلََحأَو 
“.... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba...”  
QS. Al-Baqarah ayat 198: 
َْنِمَلاْضَفَاُوَغتَْبتََْنأٌَحَانُجَْمُكْيَلَعََسْيَلَْمُكِِّبَرَ  
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu” 
 
QS. An-Nisa ayat 29: 
اَوَْمأَاُولُْكَأتَلاَاُونَمآََنيِذَّلاَاَهَُّيأََايََأَلاِإَِلِطَابْلِابَْمَُكنَْيبَْمَُكلََنوَُكتَْن
َْمُكْنِمٍَضاََرتَْنَع  َةَراَِجت 
                                                          
28 Muhammad Yazid.Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah). (Surabaya: UINSA Press, 2014), 20.  


































“....Hai orang-orang yang beriman, janganlah lamu memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 
yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.....” 
Nabi bersabda:  
“Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk meneruskan 
atau membatalkan akad jual-beli) selama mereka belim berpisah ”. 
(HR. Bukhari-Muslim).  
Para Ulama Islam sejak zaman nabi hingga sekarang sepakat bahwa 
ba’i  secara umum hukumnya mubah. Dalam penalaran logika Seorang 
manusia pasti membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh 
manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain 
tersebut dengan  cara ba’i dan Islam tidak melarang manusia 
melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka. 29 
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
1. Rukun Jual Beli 
Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu: 
a. orang yang berakad al-muta’aqidain, Ba’i penjual dan mushtari 
pembeli. 
b. Shighat (lafadz Ijab dan qabul) 
c. Obyek /barang yang diperjual belikan (Ma’qud Alaih) 
d. Terdapat nilai tukar pengganti barang. 
 Di kalangan fuqaha, terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. 
Menurut fuqaha Hanafiyah jual beli adalah ijab dan qabul. Sedangkan 
                                                          
29 Saiful Jazil, Fiqih Mu’amalah.(Surabaya:Uin Sunan Ampel Press, 2014), 98. 


































menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad (ijab atau qabul), 
aqid (penjual dan pembeli), ma’qud alaih (objek akad). Akad adalah 
kesepakatan (ikatan) antara pihak pembeli dan pihak penjual. Akad ini 
dapat dikatakan sebagai inti dari proses berlangsungnya jual beli, karena 
tanpa adanya akad tersebut, jual beli belum dikatakan syah. Disamping itu, 
akad ini dapat dikatakan sebagai bentuk kerelaan (keridhaan) antara dua 
belah pihak. Kerelaan memang tidak dapat dilihat, karena ia berhubungan 
dengan hati (batin) manusia, namun indikasi adanya kerelaan tersebut 
dapat dilihat dengan adanya ijab dan qabul antara dua belah pihak 
swebagaimana Rasulullah bersabda: 
 ”Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua 
orang yang berjual beli berpisah, sebelum mereka saling meridhai.” 30 
2. Syarat Jual Beli 
Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu: 
1. Syarat in’iqad (terjadinya akad) 
2. Syarat sahnya akad jual beli 
3. Syarat kelangsungan jual beli (syarat nafadz) 
4. Syarat mengikat (syarat luzum) 
Maksud diadakannya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah 
terjadinya perselisihan  diantara manusia, menjaga kemaslahatan pihak-
pihak yang melakukan akad, dan menghilangkan sifat-sifat gharar 
                                                          
30 Qomarul Huda, Fiqh Muamalah,(Yogyakarta:Sukses Offset,2011), 55. 


































(penipuan). Apabila syarat in’iqad (terjadinya akad) rusak (tidak terpenuhi) 
maka akad menjadi batal. Apabila syarat sah yang tidak terpenuhi, maka 
menurut Hanafiyah akad menjadi fasid. Apabila syarat nafadz  
(kelangsungan akad) tidak terpenuhi maka akad menjadi mauquf 
(ditangguhkan), dan apabila syarat luzum (mengikat) yang tidak terpenuhi, 
maka akad menjadi mukhayyar (diberi kesempatan memilih) antara 
diteruskan atau dibatalkan.31  
Adapun syarat-syarat jual  beli sesuai dengan rukun jual beli yang 
dikemukakan jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut: 
1. Syarat orang yang berakad 
a. Berakal  
b. Penjual dan pembeli bukanlah orang yang sama 
2. Syarat yang terkait dengan ijab qabul 
Para ulama fiqh menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli 
adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat 
dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. 
Apabila ijab dan qabul  telah diucapkan dalam akad jual beli, maka 
pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. 
3. Syarat Barang Yang Dijualbelikan 
a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual 
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. 
b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 
                                                          
31 Achmad Wardi Muslich,Fiqh Muamalat,(Jakarta:Amzah,2013), 186,187. 


































c. Milik pribadi. Barang yang sifatnya barang umum tidak boleh 
diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas 
dalam tanah. 
d. Barang / obyek bisa diserahkan langsung saat selesai transaksi. 
4. Syarat-syarat Nilai Tukar Harga Barang 
Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan ats-
tsamann dengan as-si’ir. menurut mereka, ats-tsaman adalah harga pasar yang 
berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan ats-si’ir  adalah harga modal 
barang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada 
dua, yaitu harga antara pedagang saat mengambil barang dan harga pasaran/ 
harga pedagang kepada konsumen. 
Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah ats-
tsaman. Para ulama fiqh mngemukakan syarat-syarat ats-tsaman sebagai 
berikut: 
a. Harga yang disepaati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya. 
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti 
pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu 
dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas. 
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang 
(al-muqayyadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang 
yang diharamkan syara’, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis 
benda ini tidak bernilai dalam syara’.  


































Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, 
para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yaitu: 
a. Syarat sah jual beli.para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual 
beli baru dianggap sah apabila: 
(a) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang 
diperjual belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kwalitas, 
maupun kwantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu 
mengandung unsur paksaan , unsur tipuan, mudharat, serta 
adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.  
(b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka 
barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang 
dikuasai penjual. Sedangkan barang tidak bergerak, boleh 
dikuasai pembeli setelah surat menyuratnya diselesaikan sesuai 
dengan ‘urf setempat.  
b. Syarat  yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru 
boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan 
untuk melakukan jual beli. Misalnya barang itu milik sendiri 
(barang yang dijual itu bukan milik orang lain  atau hak orang lain 
terkait dengan barang itu), akad jual beli tidak boleh dilaksanakan 
apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan 
untuk melaksanakan akad. Misalnya seseorang bertindak 
mewakili orang lain dalam jual beli. Dalam hal ini, pihak wakil 
harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang 


































diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinyan setuju, maka 
barulah hukum jual beli dianggap sah. Jual beli seperti ini, dalam 
fiqh Islam, disebut bai’ al-fudhuli.  
c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para 
ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat 
apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih 
untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli 
jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum 
mengikat dan masih boleh dibatalkan.  
5. Unsur Kelalaian dalam Transaksi Jual Beli 
Dalam transaksi jual beli boleh saja terjadi kelalaian, baik ketika 
akad berlangsung maupun di saat-saat penyerahan barang oleh penjual dan 
penyerahan harga (uang) oleh pembeli. Bentuk-bentuk kelalaian dalam jual 
beli itu menurut para pakar fiqh, diantaranya barang yang dijual bukan 
milik penjual (barang itu sebagai titipan (al-wadi<’ah) atau jaminan utang 
di tangan penjual (ar-rahn), atau barang itu adalah barang hasil curian), atau 
menurut perjanjian barang harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu 
tertentu, tetapi ternyata diantarkan dan atau tidak tepat waktu, atau barang 
itu rusak dalam perjalanan, atau barang yang diserahkan itu tidak sesuai 
dengan contoh yang disetujui. Dalam kasus-kasus seperti ini resikonya 
adalah ganti rugi dari pihak yang lalai. 
6. Bentuk-Bentuk Jual Beli 


































Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi atau tindakannya 
menjadi tiga bentuk, yaitu: 
1. Jual Beli yang Sah 
Suatu jual beli dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli tersebut 
disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik 
orang lain, tidak tergantung pada hak khiya<r lagi. Jual beli seperti ini 
dikatakan sebagai jual beli sahih. 
2. Jual Beli yang Batal 
Jual beli dikatakan jual beli yang batal apabila salah satu atau 
seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan 
sifatnya tidak disyari’atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, 
orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan 
syara’ seperti bangkai, darah, babi, khamar. 
 
B. Penjelasan PP No.38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan Pasal 33 ayat (3) 
UUD 1945 
1. PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai 
Jual beli air sungai yang terjadi di lingkup pedesaan kami 
bandingkan dengan isi dari PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai. 
Khususnya ada pada Pasal 3 dan 4. 
Pasal 3 
(1) Sungai dikuasai oleh negara dan merupakan kekayaan negara.  


































(2) Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan 
berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan 
fungsi sungai yang berkelanjutan.  
Pasal 4 
Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah 
kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. 32 
2. Bab XIV Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (3) 
Dalam Pasal 33 ayat (3) berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 33 
 
C. Maslahah transaksi Jual Beli Air Sungai 
Transaksi diartikan peralihan hak dan pemilikan dari satu tangan ke 
tangan lain. Ini salah satu cara dalam memperoleh harta kepemilikan 
seseorang dan ini merupakan cara yang paling lazim dalam mendapatkan 
hak.34 Transaksi tersebut terjadi karena adanya faktor kebutuhan dan 
keinginan antar petani tambak yang tetap ingin melakukan kegiatan 
pertaniannya walaupun dalam kondisi kemarau. Bila masyarakat 
menghendaki lebih banyak akan suatu barang atau jasa, maka hal ini akan 
                                                          
32Pasal 3 dan 4 PP No.38 Th 2011 Tentang Sungai 
33Pasal 33 ayat (3) Bab XIV Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Undang-Undang Dasar 1945 
34Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2003), 189. 


































tercermin pada kenaikan permintaan akan barang atau jasa tersebut. 
Kehendak seseorang untuk membeli atau memiliki suatu barang atau jasa 
bisa muncul karena faktor kebutuhan atau faktor keinginan. Kebutuhan ini 
terkait dengan segala sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu barang 
berfungsi secara sempurna. Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk 
memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya, selama dengan pemenuhan 
tersebut maka martabat manusia bisa meningkat. Semua yang ada di bumi 
ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun manusia diperintahkan 
untuk mengonsumsi barang atau jasa yang halal dan baik saja secara wajar, 
tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap 
dibolehkan selama hal itu mampu menambah  maslahah| atau tidak 
mendatangkan madarat.35 Seperti halnya kegiatan jual beli air sungai yang 
pada prakteknya yaitu kegiatan jual beli dengan mendatangkan maslahah|. 
Obyek jual beli air sungai adalah sumber alam yang diciptakan Allah Swt 
untuk manusia, untuk dimanfaatkan manusia. Tetapi pada prakteknya, hal 
yang harusnya dapat dimanfaatkan secara gratis oleh semua manusia justru 
dikelola manusia untuk manusia lainnya. 
Mencukupi kebutuhan dan tidak mencari kepuasan/keinginan 
adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islami, dan usaha pencapaian tujuan 
itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama. 
Adapun sifat-sifat maslahah| sebagai berikut: 
                                                          
35Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT) Pusat Pengkajian dan Pengembangan 
Ekonomi Islam. Ekonomi Islam. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2008),  131. 


































1. Maslahah| bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu 
menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah 
suatu perbuatan merupakan suatu maslahah|  atau bukan bagi 
dirinya. Namun berbeda dengan konsep utility, kriteria 
maslahah| telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat 
bagi semua individu. Misalnya jika seseorang 
mempertimbangkan bunga bank memberi maslahah bagi diri 
dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman 
bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur. 
2. Maslahah| orang per orang akan konsisten dengan maslahah 
orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan pareto 
optimum, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak 
36dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya 
tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan 
orang lain. 
3. Konsep maslahah| mendasari semua aktivitas ekonomi dalam 
masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam 
pertukaran dan distribusi.  
 
  
                                                          
36 Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekskulisif Islam (Jakarta: Prenada Media, 2006), 63. 




































PRAKTEK KERJASAMA JUAL BELI AIR SUNGAI DENGAN SISTEM DIM 
DI DUSUN POKAK SRIRANDE LAMONGAN. 
A. Gambaran umum mengenai Profil Desa 
1. Sejarah umum mengenai Desa Srirande, Deket, Lamongan 
Desa Srirande dikenal sejak 423 tahun yang lalu. Berdirinya Desa 
Srirande, dipelopori oleh ulama-ulama keturunan Joko Tingkir, 
diantaranya Mbah Wongso, Mbah H. Syakur, Mbah Ilyas,Mbah Bardjo, 
dan masih banyak lainnya. 
Desa Srirande terdiri dari 3 Dusun, Yaitu: Rande, Pucuk, Pokak. 
Dinamakan Desa Srirande karena bergabungnya kesemua Dusun dan 
dinamakan Desa Srirande. 
 Para Pejabat Kepala Desa semenjak berdirinya Desa Srirande 
adalah sebagai berikut: 
NO NAMA MASA 
JABATAN 
KETERANGAN 
1 Wongso Pribadi 1916-1932 Kades ke-1 
2 H. Kusnan  1932-1990 Kades ke-2 
3 H. Djanawi, HN 1990-2007 Kades ke-3 
4 Dra.Hj.Siti Nihayah 2007-2019 Kades ke-4 
Tabel 1.1 



































2. Visi dan Misi Desa Srirande, Deket, Lamongan  
a. Visi 
Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 
depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. 
Penyusunan Visi dan Misi Desa Srirande ini dilakukan dengan 
pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan 
di Desa Srirande seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, lembaga masyaraksat desa dan masyarakat desa pada 
umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja 
wilayah pembangunan di kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan 
di atas, Visi Desa Srirande adalah: 
 “Terwujudnya Desa Srirande yang rukun dan makmur serta 
terdepan dalam bidang pertanian”.  
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur seutuhnya 
merupakan amanat dari para pendiri bangsa dan negara seperti yang 
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya-
upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur seutuhnya meniscayakan terdapatnya harmoni antara aspek 
berdimensi fisikal-kefanahan (cerdas, sehat, mandiri, tenteram, 
sejahtera) dan aspek berdimensi religious-rohaniah (keimanan dan 
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa). 



































Selain penyusunan visi juga ditetapkan misi-misi yang memuat 
sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar 
tercapainya visi desa tersebut. Sebagaimana penyusunan visi, misi 
pun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif 
dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Srirande, 
sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Srirande tahun 
2015-2020 adalah: 
1. Mengembangkan kegiatan keagaman untuk menambah 
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 
meningkatkan mental spiritual prilaku hidup dengan 
menghayati ajaran agama serta menghayati dan mengamalkan 
Pancasila dalam melaksanakan kewajiban dan hak sesuai 
dengan UUD dan HAM, yang demokratis. 
2. Mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern 
warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan 
agama keyakinan organisasi politik dan lainnya dalam suasana 
saling menghargai dan menghormati.. 
3. Membangun usaha-usaha untuk pengembangan dan 
optimalisasi sector pertanian, perkebunan, peternakan, 
perikanan dan usaha mikro baik tahap produksi maupun tahap 
pengolahan hasilnya dengan upaya peningkatan sumberdaya 
alam dan sumberdaya manusia. 


































4. Meningkatkan hasil pertanian dan perikanan dengan jalan 
penataan pengairan perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, 
pemupukan dan pola tanam yang baik. 
5. Menjamin tersedianya bibit, pupuk, dan air pertanian sebagai 
upaya menunjang peningkatan produktifitas pertanian 
masyarakat. 
6. Menata Pemerintahan Desa yang bersih, kompak, berkeadilan 
sosial dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat 
masyarakat.  
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius. 
8. Menumbuhkembangkan Kelompok Tani dan Gabungan 
Kelompok Tani serta bekerjasama dengan HIPPA untuk 
memfasilitasi kebutuhan petani. 
9. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 
10. Meningkatkan dedikasi kerja sosial gotong royong untuk 
membentuk masyarakat yang sejahtera, mantap, dan seimbang. 
11. Membangun sarana dan prasarana pendidikan serta menjamin 
tersedianya peralatan dan perlengkapan dasar pendidikan, baik 
formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati 
seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali. 
12. Meningkatkan mutu kualitas ketrampilan masyarakat yang 
mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan 


































entrepreneur (wirausahawan) dalam mengolah hasil produksi 
dan sumberdaya alam. 
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan dengan menjamin 
tersedianya teknologi tepat guna dalam penggunaan dan 
pemanfaatan lingkungan. 
14. Meningkatkan derajat kesehatan tubuh dan mental dengan 
perencanaan yang logis, terarah, dan terpadu dalam 
perencanaan ekonomi yang konkrit serta dengan pemenuhan 
sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan pelayanan 
kesehatan dengan baik. 
15. Membangun akses permodalan dengan pihak-pihak 
berkompeten yang dirasa mampu menopang dan bisa 
mendukung dan bekerjasama dalam peningkatan modal usaha 
rakyat. 
c. Struktur organisasi 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Srirande 
NO NAMA JABATAN 
1 Dra, Hj. Siti Nihayah Kepala Desa 
2 Na’am Sekretaris Desa 
3 Daryono Kasi P 
4 Ali Kaur Keuangan 


































5 Kasnawi Kaur Umum 
6 Syaifuddin Kasi  Ekbang 
7 Anwar Yasin Kasi Kesos 
8 Drs. Mardi Kasun Rande 
9 Mujiono,SE Kasun Pucuk 
10 - Kasun Pokak 
Tabel 1.2 
3. Sejarah Desa Rejotengah, Deket, Lamongan 
Sejarah Desa Rejotengah tidak terlepas dari sejarah masyarakat 
setempat. Desa ini terdiri dari 5 dusun yaitu: Calungan, Gedong, Delik, 
Kebontengah, Klaseman. Pada saat lurah pertama yang menjabat yaitu 
Wongso Karim Kepala Desa yang dermawan. Desa ini terdiri dari 5 
dusun yang secara kebetulan pada dusun yang terletak ditengah-tengah 
masyarakatnya berkecukupan maka orang setempat menyebutnya Desa 
Rejotengah. 
Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah 
sebagai berikut: 
 




































4. Visi dan Misi Desa Rejotengah, Deket, Lamongan 
a. Visi 
Visi Desa Rejotengah secara normativ menjadi tanggung 
jawab kepala desa. Namun, dalam penyusunannya melibatkan 
segenap warga Rejotengah melalui rangkaian panjang diskusi-
diskusi formal dan informal. Visi Desa Rejotengah semakin 
mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya 
rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk 
penyusunan RPJM Desa tahun 2015-2020. Dalam momentum 
inilah visi Desa Rejotengah yang merupakan harapan dan do’a 
semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan 
Masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, 
NO NAMA MASA 
JABATAN 
KETERANGAN 
1 Wongso Karim 1932-1965 Kades ke-1 
2 Giman 1966-1989 Kades ke-2 
3 Magi. S 1990-2007 Kades ke-3 
4 H. Mustadji 2007-2012 Kades ke-4 
5 Hj. Rumiati 2012-2019 Kades ke-5 


































pertmasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan 
masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan. 
Bersamaan dengan RPJM Desa Rejotengah, dirumuskan dan 
ditetapkan juga Visi Desa Rejotengah sebagai berikut: 
“TERWUJUDNYA DESA REJOTENGAH YANG RUKUN DAN 
MAKMUR SERTATERDEPAN DALAM BIDANG 
PERTANIAN DAN IPTEK” 
b. Misi 
Hakekat Misi Desa Rejptengah merupakan turunan dari Visi 
Desa Rejotengah. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari 
visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. 
Denagn kata lain Misi Desa Rejotengah merupakan penjabaran 
lebih operatif dari Visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat 
mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi 
dan kondisi lingkungan dimasa yang akan dating dari usaha-usaha 
mencapai visi Desa Rejotengah.  
Untuk meraih Visi Desa Rejotengah seperti yang sudah 
dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan 
hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi 
Desa Rejotengah sebagai berikut: 
1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk 
menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa yang berakhlakul karimah. 


































2. Meningkatkan Perekonomian desa melalui sumber daya yang 
ada serta potensi desa yang dimiliki. 
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan 
penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/ jalan usaha tan, 
pemupukanm dan pola tanam yang baik. 
4. Menata Pemerintahan Desa Rejotengah yang kompak dan 
bertanggungjawab dalam mengemban amanat masyarakat. 
5. Menciptakan serta meningkatkan ketertiban masyarakat agar 
tercipta kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai di 
Desa Rejotengah. 
6. Menumbuhkembangkan  Kelompok Tani dan Gabungan 
Kelompok Tani serta bekerjasama dengan HIPPA untuk 
memfasilitasi kebutuhan petani. 
7. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah. 
8. Meningkatkan pendidikan masyarakat kedepan dalam bidang 
IPTEK.   
 
B. Deskripsi mekanisme jual beli air sungai dengan sistem Dim. 
Mekanisme atau cara transaksi Jual Beli Air Sungai Dengan Sistem 
Dim  sebetulnya sama dengan jual beli air pada umumnya. Hanya saja air 
sungai merupakan air umum yang tidak dimiliki perorangan atau 
organisasi. Berikut contoh Jual Beli air sungai: 


































1. Petani Dsn. Pokak membuat kesepakatan dengan Masyarakat Dsn. 
Bontengah. bahwa petani Dsn. Pokak membutuhkan air sungai untuk 
tambak-tambak mereka. Tetapi terkendala air yang mulai menyurut.  
2. Petani Dsn. Bontengah memberikan penawaran kepada petani Dsn. 
Pokak untuk mengalirkan air dari bengawan melewati sungai yang ada 
dikawasan Dsn. Bontengah dengan cara menjual air tersebut. 
3. Air sungai yang telah dialirkan ke sungai di Dsn. Pokak akan dialirkan 
ke tambak-tambak warga dengan membayar sejumlah uang. Dihitung 
dari besaran dim . Dim merupakan ukuran besaran paralon pompa air 
yang digunakan untuk menyedot air dari sungai ke tambak-tambak 
dengan diesel. 
4. Petani akan membayar sesuai dengan besarnya dim dan lama waktu 
penyedotan.  
 
C. Hasil wawancara dengan konsumen/masyarakat. 
Wawancara yang peneliti lakukan dengan penjaga pintu air dan 
konsumen mengenai tata cara atau mekanisme Jual Beli Air Sungai dengan 
Sistem Dim . 
Penjaga pintu air dengan pendapatnya, kegiatan jual beli ini merupakan 
kegiatan rutin yang tidak bisa dipastikan pada bulan berapa maupun kapan 
kegiatannya berlangsung. Ini bisa terjadi hanya saat dating kemarau yang 
lebih cepat dari prediksi. Seperti di tahun 2017. Hujan terjadi seperti biasa 
dan setelah panen ikan, petani tambak langsung menanam lagi bibit ikan 


































untuk dipanen kisaran dua bulan kedepan, bahkan ada yang sampai tiga 
bulan kedepan. Tetapi saat di pertengahan, tiba-tiba air sungai mngering. 
Dan hujan pun sudah tidak ada karena memasuki musim kemarau.  
1. Menurut Asan (konsumen sekaligus yang mengkoordinir pembayaran). 
Jual beli ini terjadi semata-mata untuk menguntungkan semua pihak. 
Besaran pembayarannya memang tidak disepakati bersama, hanya 
disepakati pihak Dusun Bontengah, dan masyarakat Dusun Pokak 
tinggal menyetujui besaran pembayaran yang diputuskan. Tetapi ini 
dianggap tidak masalah karena tergolong murah dan hitungan sudah 
jelas didasarkan pada hitungan Dim selama per jamnya. 
2. Menurut Kasir, (petani tambak/konsumen). Praktek jual beli ini sangat 
membantu karena petani ikan diuntungkan dengan adanya air yang 
tetap cukup untuk tambaknya. Hanya saja waktu per harinya tidak 
tentu. Datangnya air tergantung air bengawan. Jika volume air 
bengawan banyak dan bisa di blower, baru dapat teralirkan sampai 
sungai diujung dusun pokak. Kadang antar petani tambak ada yang rela 
tidur si gubuk sawah demi bisa tau saat kapan datangnya air. Kalua 
sudah, bisa dibayarkan biayanya ke pengkoordinir.  
3. Menurut Ali, (pamong dusun), kegiatan ini merupakan suatu hal yang 
biasa dan lumrah terjadi di daerah sini. Jika disangkutpautkan dengan 
peraturan, memang tidak ada peraturan desa yang mengatur. 
Pengelolahannya pun tergantung masyarakat tertentu saja. Biasanya 
para petani sudah langsung setuju dengan apa yang ditentukan. 


































Contohnya mengenai tarif. Masyarakat dusun Pokak sudah tau terima 
begitu saja dengan besarannya tarif yang  berlaku.  
4. Menurut Rali, (RT Dusun Pokak/ petani tambak)  
Jual beli air sungai sudah ada sejak dulu waktu kemarau, banyak 
dampak positif yang ditimbulkan dari jual beli ini. Dan itu sebabnya 
menurut saya yang diperjualbelikan dan berguna itu tidak masalah 
karena berguna bagi petani.  
5. Menurut Didik, (salah satu perangkat dusun Bontengah) 
Ini merupakan jual beli jasa sebenarnya. Karena pemasukan hasil jual 
beli tersebut tidak masuk ke kas desa dan pengelolaannya tergantung 
penjaga pintu air. Karena digunakan untuk membeli bahan bakar 
blower untuk menyedot air dari bengawan ke sungai kecil kemudian 
diperjual belikan. Orang yang jaga juga perlu upah karena kadang 
mereka sampai menginap di sawah demi menunggu datangnya air dari 
bengawan.  
 
D. Keuntungan dan kekurangan praktek jual beli. 
Setiap praktek jual beli khususnya praktek jual beli yang dilakukan di 
suatu daerah yang tidak umum terjadi biasanya terdapat keuntungan dan 
kerugian masing-masing. Dalam praktek jual beli air sungai ini terdapat 
berbagai keuntungan. Contohnya: 


































1. Bisa menjadi keuntungan untuk desa penjual. Karena bias menjadi 
pemasukan dana untuk desa. 
2. Petani yang membeli air bisa terus panen ikan karena ketersediaan air 
yang melimpah. 
Adapun kekurangan jual beli tersebut sebagai berikut: 
1. Hitungan jumlah harga tidak didasarkan pada kesepakatan tetap tiap 
tahunnya. Hanya didasarkan pada kesepakatan beberapa orang. 
2. Uang hasil penjualan air tidak jelas arahnya. Ada yang mengatakan 
uang itu untuk upah penunggu blower (penjaga pintu air), ada juga yang 
mengatakan masuk kas Dusun. 
3. Jual beli ini tidak bisa selalu ada saat dibutuhkan. Air bisa dijual 
tergantung intensitas air di bengawan. Jika airnya pasang, maka bisa 
dilakukan kegiatan jual beli air tersebut, namun jika air surut maka 
petani tidak dapat membeli air. 
4. Untuk petani yang tambaknya dekat dengan aliran sungai Dusun 
Bontengah, akan menjadi keuntungan karena akan selalu mendapat 
bagian air yang sering dan banyak. Tetapi petani yang tambaknya jauh 
dengan aliran sungai Dusun Bontengah, maka air pun terkadang tidak 








































ANALISIS HUKUM ISLAM DAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI AIR 
SUNGAI DENGAN SISTEM DIM 
A. Analisis Mekanisme Jual Beli Air Sungai dengan sistem Dim di Dusun 
Pokak, Desa Srirande, Lamongan 
Di zaman modern saat ini, perkembangan jual beli berkembang 
sangat pesat. Dari berbagai unsur yang terdapat dalam jual beli bertujuan 
untuk mendapatkan mepuasan pelanggan. Jual beli tidak terlepas dari akad. 
Akad merupakan perikatan antara ijab dan kabul. Suatu jual beli dianggap 
memenuhi syarat jika terdapat akad didalamnya. Akad terjadi bila terdapat 
kerelaan antara penjual dan pembeli, sehingga hak dan kewajiban terpenuhi 
sehingga menjadikan sahnya suatu transaksi. 
Terdapat empat unsur yang harus terpenuhi dalam kegiatan jual 
beli. Yakni ada penjual dan pembeli, ada ijab kabul, ada barang yang 
diperjualbelikan, ada alat tukar jual beli atau bisa juga uang. Jika keempat 
unsur tersebut sudah terpenuhi dengan baik, maka jual beli dianggap sah. 
Dan jika salah satu tidak terpenuhi, maka tidak sah jual beli yang 
dilakukan. 
Berbicara mengenai Jual Beli Air Sungai dengan sistem Dim, pihak 
yang melakukan akad ialah penjual yang ada di Dusun Bontengah, Desa 
Rejotengah, Kec. Deket, Lamongan dan pihak yang menjadi pembeli ialah 


































petani tambak Dusun Pokak, Desa, Srirande, Kec.Deket, Lamongan. 
Sedangkan barang yang diperjualbelikan ialah air sungai yang merupakan 
aliran dari bengawan. Sehingga barang yang diperjualbelikan merupakan 
air sungai yang mengalir yang merupakan air umum dan bukan milik 
pribadi ataupun kelompok. Dalam praktik jual beli ini diketahui ada 
permasalahan dengan barang yang diperjualbelikan. Air sungai merupakan 
kepemilikan umum. Tetapi dalam praktek jual beli ini, air sungai 
diperjualbelikan oleh warga dan tidak dinikmati secara gratis di musim 
tertentu. Sehingga hal ini mendatangkan banyak akibat yang ditimbulkan 
dari praktek jual beli air sungai tersebut.  Banyak warga masyarakat yang 
menganggap hal tersebut merupakan hal yang wajar karena hampir setiap 
tahun terjadi. Meskipun demikian, ini merupakan kasus yang perlu diteliti 
lebih lanjut karena ada akibat positif dan negatif dari kegiatan tersebut. 
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Penyedia Jasa Air 
Sungai dengan Sistem Dim 
Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling membutuhkan 
satu sama lain supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan 
dan kepentingan hidup, salah satunya dengan kegiatan jual beli. Dengan 
cara demikian, kehidupan bermasyarakat akan semakin teratur dan  
berjalan harmoni serta dapat menguntungkan antara satu dan lainnya. 
Dalam perspektif hokum Islam, kegiatan bermuamalah harus bisa 
menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi. Dan membangun 
hubungan silaturrahim yang lebih erat antar sesama. Dalam transaksi jual 


































beli diharapkan penjual dan pembeli merasa senang dan diuntungkan satu 
sama lain dan tidak condong menguntungkan satu pihak saja, sehingga 
tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga timbul kekecewaan  dan 
permusuhan dalam praktik jual beli tersebut.  
Mengenai jual beli air sungai, jika masing-masing petani 
mendapatkan air sesuai yang diharapkan untuk tambaknya maka jual beli 
air sungai ini tidak ada masalah. Tetapi saat air yang mengalir tidak mampu 
memenuhi kebutuhan tambak petani, seringkali petani yang letak 
tambaknya berada di paling ujung akan merasa kecewa karena sering tidak 
mendapat air yang cukup. Terkadang hal yang seperti itu bisa memicu 
cekcok dan protes yang pada akhirnya bisa menimbulkan kedengkian, iri, 
kemarahan, dan kekecewaan. Padahal kita tsau dalam hukum Islam jual beli 
diharapkan bertujuan untuk kemaslahatan ummat. 
Kegiatan jual beli dianggap sah apabila terpenuhi semua syarat sah 
jual beli. Salah satunya adalah barang yang diperjualbelikan. Syarat barang 
yang diperjualbelikan yaitu: 
1. Suci, barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk 
dibelikan. 
2. Ada manfaatnya, tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada 
manfaatnya.  
3. Barang itu dapat diserahkan, tidak sah menjual suatu barang yang tidak 
dapat diserahkan kepada yang membeli. 


































4. Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang 
diwakilinya, atau yang mengusahakan.  
Dari empat syarat barang yang diperjualbelikan, kita dapat menilai 
jika barang yang diperjualbelikan haruslah kepemilikan pribadi atau 
diwakilkan dan bukan barang yang berstatus kepemilikan umum. Mengenai 
praktik yang terjadi di lapangan mengenai Jual Beli Air Sungai, hal 
tersebut jelas tidak sah menurut hukum jual beli. Dan dianggap tidak sah. 
Namun prakteknya adalah jual beli ini tergolong jual beli jasa, dimana jasa 
yang dimaksud adalah jasa penjaga pintu air. Penjaga pintu air biasanya 
berjaga-jaga di ujung sungai yang merupakan pintu air dari bengawan ke 
sungai kecil untuk bersiap menyedot air dengan mesin blower dan dialirkan 
ke sungai kecil untuk petani tambak.   
Besaran biaya yang harus dibayar petani per jamnya tergantung 
dengan besarnya ukuran pompa air atau diesel yang disebut dim. Sebagai 
contoh: Bapak Kasir adalah petani tambak sebagai pembeli, beliau 
memiliki ukuran paralon pompa air 3dim, untuk satu jam pengairan beliau 
harus membayar Rp. 9000.000,- per jam. Jika ketersediaan air memang 
banyak, maka tidak ada masalah yang dikeluhkan petani tambak, tetapi 
yang terjadi dalam prakteknya terkadang belum sampai satu jam air yang 
ada di sungai sudah surut. Walaupun begitu besaran tarif yang telah dibayar 
tidak bisa berkurang atau dengan kata lain bapak Kasir dirugikan karena 
beliau telah membayar sesuai jam dan tidak bisa memompa sampai waktu 


































yang ditentukan berakhir dikarenakan air yang disedot telah mencapai 
batasnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198: 
َْمُكِِّبَرَْنِمَلاَْضفَاُوَغتَْبتََْنأٌَحاَنُجَْمُكْيَلَعََسْيَل 
“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 
perniagaan) dari Tuhanmu” 
 Dalam ayat tersebut diatas dijelaskan bahwa pihak yang 
melangsungkan transaksi jual beli tentulah mengharapkan akad yang sama-
sama menguntungkan. Sedangkan dalam kasus ini sudah jelas bahwa pihak 
konsumen, yakni pembeli air merasa dirugikan. Akan tetapi pada realita 
yang terjadi di masyarakat, bagi para pelaku yang terlibat transaksi ini, 
menjadi hal yang wajar apabila ada suatu ketimpangan dalam penerimaan 
jumlah air. Hal itu karena transaksi yang demikian ini telah terjadi sejak 
cukup lama dan menjadi bagian dari tradisi di masyarakat (urf’). Sehingga 
akad jual beli yang pada awalnya seharusnya sah menjadi tidak jelas akibat 
ketidaksesuaian dengan akad di awal. 
Saat diteliti lebih lanjut mengenai praktik Jual Beli Air Sungai 
tersebut, ada penjaga pintu air yang merupakan orang yang menerima 
pembayaran dari jual beli tersebut. Jika dilihat dari syarat jual beli yang 
tidak terpenuhi yakni barang yang merupakan bukan kepemilikan pribadi, 
beliau menegaskan bahwa pembayaran yang diterimanya hanya semata-
mata ujrah (upah) yang diterima. Dan juga untuk membeli bahan bakar 
blower yang digunakan untuk menyedot air dari bengawan.  


































Allah Ta’ala berfirman: 
 نَع 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka (saling ridho) di antara kalian” (QS. An 
Nisa’: 29). 
Inti dari ayat tersebut adalah bahwa suatu transaksi utamanya 
dalam jual beli haruslah berdasar atas suka sama suka, sehingga menjadi 
transaksi yang baik. Akan tetapi pada kasus ini, karena untuk beberapa 
waktu terjadi transaksi tersebut ada yang merugikan pembeli, hal itu 
membuat pihak yang merasa dirugikan mengakhiri transaksi dengan 
meninggalkan penyesalan/ ketidakridhaan. 
C. Analisis Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai dan 
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 terhadap Jual Beli Air Sungai dengan Sistem 
Dim 
Setelah melakukan penelusuran PP no. 38 Tahun 2011 Tentang 
Sungai dari pasal ke pasal, Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 3 ayat 
(2) :Pengelolaan sungai dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan 
berwawasan lingkungan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan 
fungsi sungai yang berkelanjutan. Dari isi pasal tersebut dijelaskan bahwa 
pengelolaan sungai harus dilakukan seoptimal mungkin dengan 
mengedepankan tujuan manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sungai. 


































Disebutkan juga dalam Pasal 4: pengelolaan sungai sebagaimana yang 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah 
provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.  
Dalam Bab III mengenai Pengelolaan Sungai Bagian kesatu Pasal 
18 disebutkan, (1) Pengelolaan Sungai meliputi, a. konservasi sungai, b. 
pengembangan sungai; dan, c. pengendalian daya rusak air sungai. 
Dijelaskan juga dalam Pasal 19 Ayat (1) poin (c) : (1)  pengelolaan sungai 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh: c. bupati/walikota, 
untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Pasal 19 
Ayat (3) juga menjelaskan bahwa “pengelolaan sungai dilaksanakan 
berdasarkan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh 
Menteri. 
Dilihat dari prakteknya, jual beli air sungai tersebut membutuhkan 
perjanjian walaupun tidak tertulis jenisnya. Jika dilihat perjanjian yang 
terjadi termasuk perjanjian standar. Menurut  Sutan Semi Sjahdeni 
perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-
klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya 
tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. 
Perjanjian standar tidak perlu dituangkan dalam bentuk formulir, walaupun 
memang lazim dibuat dalam bentuk tertulis. Perjanjian standar adalah 
perjanjian yang ditetapkan secara sepihak yakni oleh produsen dimana 
mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga pihak konsumen 


































hanya memiliki dua pilihan yakni menyetujui atau menolaknya.37 Seperti 
halnya kegiatan jual beli air sungai ini, awalnya pihak pengelola air 
menawarkan pada petani tambak bahwa ia menjual air sungai dengan tarif 
dilihat dari besarnya ukuran paralon diesel air per jamnya. Pengelola 
sebagai penjual menentukan besaran tarif sepihak tanpa ada perundingan 
terlebih dahulu dengan petani tambak. Beda besaran tarif dihitung dari 
besarnya ukuran paralon pompa air yang disebut “dim” per jamnya. 
Pengelola atau penjaga pintu air tersebut meminta tarif dikarenakan saat 
penyedotan air dari bengawan ke sungai kecil ie membutuhkan bahan bakar 
untuk mesin blowernya yang merupakan mesin orang lain. Dia hanya 
sebagai penunggu dan penjaga pintu air yang membutuhkan upah karena 
usahanya. 
Praktek jual beli ini jika dilihat dari PP No. 38 Tahun 2011 Tentang 
Sungai Pasal 3 Ayat (2) memang ada kaitannya dengan kemanfaatan fungsi 
sungai yang berkelanjutan. Sungai dipandang sebagai sesuatu yang vital 
oleh petani dalam kelangsungan masa panen ikan petani tambak tersebut. 
Kegiatan ini jika dilihat dari pasal tersebut masih dibenarkan karena hal 
positif yang berkelanjutan yakni tetap teralirkannya air sungai sehingga 
fungsi sungai berfungsi dengan baik. Jual beli air sungai tersebut 
mendatangkan maslahah| yang lebih besar untuk masyarakat sekitar. Dan 
jika dihubungkan dengan Pasal 33 UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan 
                                                          
37http://pecanduhukum.blogspot.com/2009/03/perjanjian-standar-dan-klausula.html- diakses pada 
15 Desember 2018 pukul 22.30 WIB 


































alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran 
rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka kegiatan jasa jual beli air 
sungai ini bertentangan dengan isi Pasal 33 UUD 1945, akan tetapi 
penafsiran dari kalimat “dikuasai oleh Negara” tidak selalu dalam bentuk 
kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan 
kontrol berlandaskan semangat sosial, menempatkan penguasaan terhadap 
sumber daya untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada 
negara. Maka jual beli jasa air sungai ini banyak memberikan dampak 
positif bagi masyarakat secara sosial, dan kegiatan ini masih dapat 

















































A.  Kesimpulan 
Dari hasil penelitian maka dapat  disimpulkan bahwa: 
1. Dalam praktek jual beli air sungai ini, penulis melihat semua dilakukan 
karena kebiasaan setiap tahun dan memang ini ada karena kebutuhan petani 
tambak. Tidak ada peraturan desa yang mengatur aturan jual beli ini. Petani 
merasa terbantu karena adanya jual beli air sungai ini. Karena petani dapat 
terus memelihara ikan dengan air yang melimpah dan tidak takut gagal panen 
ikan. Jika jual beli air sungai ini tidak dilakukan, maka kemungkinan petani 
tambak akan sering gagal panen ikan saat musim kemarau tiba.  
2. Praktek jual beli ini jika dilihat dari PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai 
Pasal 3 Ayat (2) ada kaitannya dengan kemanfaatan fungsi sungai yang 
berkelanjutan.. Pasal 33 UUD 1945 dikatakan “Bumi dan air dan kekayaan 
alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. 
Karena banyaknya manfaat jual beli air sungai tersebut dapat disimpulkan 
bahwa jual beli air sungai ini dapat diterima dan bisa tetap berlangsung di 
tahun-tahun berikutnya.  
B. Saran 
1. Bagi pembeli, kegiatan jual beli yang berlangsung sejak lama ini dan sudah 
menjadi kegiatan rutin merupakan kegiatan yang baik karena mendatangkan 


































banyak manfaat bagi pembeli selaku petani. Petani menganggap ini 
merupakan suatu keuntungan untuk masa panen petani. Jika jual beli air 
sungai ini tidak ada, kemungkinan gagal panen setiap tahun bisa meningkat. 
2. Bagi penjual, hasil penjualan air sungai ini diharapkan mempunyai catatan dan 
besaran yang jelas sesuai aturan pemerintahan desa ataupun aturan yang 
tertulis sesuai musyawarah bersama dengan disaksikan pejabat desa sehingga 
besaran tarif bisa terkoordinasi dengan jelas dan dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
3. Bagi pemerintah desa, diharapkan ada suatu peraturan desa yang mengatur 
dan menetapkan segala macam aturan jual beli air sungai dengan sistem dim. 
Sehingga setiap tahunnya tarif jasa atau harga air bisa standart dan sesuai. 
Agar tidak ada kenaikan tarif yang naik drastis karena ulah oknum tertentu, 
dan diharapkan pendapatan dari jual beli ini bisa dipergunakan dengan baik 
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